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Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Parepare

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum :

a.

Pasal 270 ayat (3) : “Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD
kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD
kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye
Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota”.

Pasal 271 : “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas
calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu anggota DPD”

Pasal 272 ayat (1) : “Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271
harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

. Pasal 272 ayat (2) : “Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim

kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota’.

Pasal 275 ayat (1) huruf (e) : “Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui media sosial’.

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum :

a.

Masa Kampanye dilaksanakan tanggal 28 November 2023 s.d. 10
Februari 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran
Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga
Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dilaksanakan Tanggal 28
November 2023 s.d. 10 Februari 2024,

b) Kampanye Rapat Umum, lklan Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik dan Media Daring dilaksanakan Tanggal 21
Januari 2024 s.d. 10 Februari 2024



b. Pasal 17 ayat (1) : “Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu
anggoata DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

a) pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;

b) calon anggota DPRD kabupaten/kota;

¢) juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu
anggoata DPRD kabupaten/kota;

d) orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota; dan

e) organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota”.

c. Pasal 17 ayat (4) : “Parfai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota”.

d. Pasal 17 ayat (5) : “Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum masa Kampanye”.

e. Pasal 17 ayat (6) : “Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir MODEL-
KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA”.

f. Pasal 17 ayat (7) : “Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

g. Pasal 17 ayat (8) : “Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan juga salinannya
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

h. Pasal 37 ayat (1) : “Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu
melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
hurufe”.

i. Pasal 37 ayat (2) : “Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap
Jenis aplikasi”.

j. Pasal 37 ayat (3) : “Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program,
dan/atau citra Peserta Pemilu”.

k. Pasal 38 ayat (1) huruf (c) : “Pelaksana Kampanye Pemilu harus
mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota”.

|. Pasal 38 ayat (2) : “Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum
masa Kampanye Pemilu”.

m. Pasal 38 ayat (3) huruf (d) : “Pendaftaran akun Media Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir MODEL-
KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA”.

n. Pasal 38 ayat (4) : “Formulir Pendaftaran akun Media Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”.

o. Pasal 38 ayat (5) : “Formulir Pendaftaran akun Media Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya
kepada :
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a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai
dengan tingkatannya;
b) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
tingkatannya; dan
¢) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika”.
p. Pasal 38 ayat (6) : “Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan
penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada hari terakhir masa Kampanye Pemilu”.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas,
maka dengan ini Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Partai Politik
Peserta Pemilu se-Kota Parepare agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Mendaftarkan Tim Kampanye kepada KPU Kota Parepare paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye;
2. Mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada KPU Kota Parepare
paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
3. Agar tahapan kampanye berjalan tertib dan lancar serta tidak terjadi
pelanggaran maka hendaknya Tim Kampanye mencermati :
a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
65/PUU-XX1/2023
c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilihan Umum;
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tanun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

MUH; ZAINAL/ASNUN, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare
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Lampiran |
Nomor : 200 /PM.00.02/K.SN-24/11/2023
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Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Golkar

Partai NasDem

Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Keadilan Sejahtera

Partai Hati Nurani Rakyat
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9. Partai Amanat Nasional

10. Partai Bulan Bintang

11. Partai Demokrat

12.Partai PERINDO

13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat
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